Raynelda Indra Santi Bani

by UNITRI Press

Submission date: 03-Aug-2022 11:27PM (UTC-0400)
Submission ID: 1851259707

File name: Raynelda_Indra_Santi_Bani.docx (103.36K)
Word count: 676

Character count: 4725



IMPLEMENTASI KETERWAKILAN PEREMPUAN PADA KEDUDUKAN DAN
FUNGSIDALAM STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA (BPD)

(Di Desa Mulyoagung, Kecamatan Dau Kabupaten Malang)

SKRIPSI
Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Administrasi Publik

OLEH:
RAYNELDA INDRA SANTI BANI
2018210053

KOMPETENSI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADEWI
MALANG
2022




ABSTRAK

Badan Permusyawaratan desa adalah lembaga legislatif yang ada di desa yang berfungsi
sebagai a). membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, b).
Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, ¢). Melakukan pengawasan kinerja
kepala desa. Dalam menjalankan fungsinya perlu keterlibatan dari berbagai pihak tidak
terkecuali perempuan. Dalam BPD kehadiran anggota keterwakilan perempuan adalah untuk
memperjuangkan kepentingan perempuan dan juga bagian dalam kesetaraan gender di tingkat
desa. Penelitian ini ditujukan untuk melihat kedudukan dan fungsi keterwakilan perempuan
dalam struktur organisasi Badan Permusyawaratan Desa, serta mengetahui apa saja kendala-
kendala keterwakilan perempuan dalam menjalankan fungsi BPD. Penelitian ini menggunakan
metode pendekatan kualitatif dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi sebagai
teknik pengumpulan datanya. Penelitian ini menunjukan bahwa kedudukan keterwakilan
perempuan pada struktur organisasi BPD masih tidak berubah karena keterwakilan perempuan
hanya terdistribusikan pada jabatan anggota Il bidang pemerintahan dan pembinaan
masyarakat tidak pada jabatan pengurus inti. Keterwakilan perempuan dalam fungsinya
mempunyai kesempatan yang sama, yaitu bermusyawarah mutfakat dengan anggota BPD laki-
laki namun sifat keputusan BPD bersifat kolektif kolegial, sehingga tidak pernah nampak
keterwakilan perempuan bagi masyarakat, dengan demikian keterwakilan perempuan pada
kedudukan dan fungsi BPD di Desa Mulyoagung masih berorientasi adanya perbedaan untuk

kedudukan jabatan internal namun pada pola kerja BPD perempuan dihargai kesetaraannya.

Kata Kunci: Implementasi, Badan Permusyawaratan Desa, Perempuan, Kedudukan Fungsi

BPD.




BAB1
PENDAHULUAN
1. Latar Belakang

Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga legislatif yang ada di desa yang dalam
menjalankan fungsinya perlu adanya keterlibatan seluruh lapisan masyarakat desa tidak
terkecuali perempuan hal ini tercantum dalam UU No 6 Tahun 2014 Pasal 58 (1). Kehadiran
Perempuan di BPD adalah untuk memperjuangkan kepentingan perempuan dan juga sebagai
bagian dalam kesetaraan gender di tingkat desa. Keterwakilan perempuan berfungsi untuk
menampung hak-hak dan kebutuhan kaum perempuan dalam pembangunan desa sehingga
dengan pembuatan peraturan desa yang adil untuk semua kalangan gender baik laki-laki
maupun perempuan dalam segala jenis bidang (Kesehatan, Politik dan pendidikan).

Berdasarkan pengamatan awal peneliti, pada kedudukan dan fungsi keterwakilan
perempuan pada struktur organisasi BPD kehadiran perempuan selalu dianggap makhluk
kedua, sehingga perempuan kurang memperoleh hak-hak yang sama dengan laki-laki
khususnya menyampaikan pendapat dan berpartisipasi dalam musyawarah. Kehadiran
perempuan kurang diperhatikan dalam proses perumusan keputusan, yang hasil keputusan itu
juga akan diperoleh perempuan. Kehadiran keterwakilan perempuan dalam BPD pun hanya
dijadikan sebagai simbolik adanya kesetaraan gender tetapi dalam menjalankan kedudukan dan
fungsinya masih kurang dihargai. Hal ini dipengaruhi oleh budaya patriarki yang telah melekat
dan berpengaruh besar pada masyarakat. (Data diolah dari Jurnal Mirza Fanzikri. (2019).

Pada penelitian ini, peneliti mencoba melihat kedudukan dan fungsi keterwakilan
perempuan dalam struktur organisasi Badan Permusyawaratan Desa Mulyoagung yang adalah
bagian dalam legislatif di tingkat desa. Adanya keanggotaan perempuan dalam Badan
Permusyawaratan Desa merupakan hal menarik dimana perempuan dalam kedudukannya
menjalankan fungsinya sebagai anggota BPD dalam proses pembangunan desa seperti
membuat aturan desa, mendengarkan dan menyampaikan aspirasi dimana struktur organisasi
BPD selalu dominan dengan laki-laki. Penelitian ini diharapkan mampu menyadarkan
perempuan akan pentingnya keanggotaan perempuan dalam Badan Permusyawaratan Desa.

Berdasarkan pembahasan diatas, maka peneliti mengangkat judul “Implementasi
Keterwakilan Perempuan Pada Kedudukan Dan Fungsi Dalam Struktur Organisasi

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ™.
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2. Rumusan Masalah
Bagaimana kedudukan dan fungsi keterwakilan perempuan pada struktur organisasi BPD?
Bagaimana kendala-kendala keterwakilan perempuan dalam menjalankan fungsi BPD.
Tujuan Penelitian
Agar mengetahui kedudukan dan fungsi keterwakilan perempuan pada struktur organisasi
BPD
Agar mengetahui kendala-kendala keterwakilan perempuan dalam menjalankan fungsi
BPD
Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritis
Diharapkan melalui penelitian ini bisa menerapkan teori-teori yang sudah diperoleh
dari bangku kuliah dan lapangan serta dapat menambah wawasan dan pengetahuan baru
untuk peneliti dalam penerapan teori-teori perihal kedudukan dan fungsi keterwakilan
perempuan pada struktur organisasi BPD.
Manfaat Praktis
Diharapkan penelitian ini bisa dijadikan bahan acuan referensi untuk Kepala Desa serta

ketua BPD terlebih di Desa Mulyoagung, Kecamatan Dau Kabupaten Malang.
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